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ABSTRAK

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam struktur pemerintahan memiliki
tugas dan fungsi yang strategis dalam pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara
namun pada prakteknya seringterjadi perbedaan pandangan terkait kewenangan
dalam tugas dan fungsi salahsatunya dalam menetapkan kerugian keuangan negara.
Permasalahan dalam penulisan ini meliputi kewenangan aparat pengawasan intern
pemerintah untuk menghitung dan menetapkan kerugian keuangan negara dan
kekuatan hukum laporan hasil pengawasan oleh aparat pengawasan intern pemerintah
dalam proses pengelolaan keuangan negara ditinjau dari prespektif hukum
administrasi.

Penulisan ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-
undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus yang didapatkan dari
sumber bahan hukum primer, sekunder, dan bahan-bahan non-hukum.

Yang berwenang menetapkan kerugian keuangan negara hanyalah badan
pemeriksa keuangan sedangkan kewenangan aparat pengawas intern pemerintahan
hanya sebatas pada pengawasan dan melakukan audit, tidak berwenang menetapkan
sesuatu kerugian keuangan negara dimana sering terjadi perbedaan pandangan antara
aparat penegak hukum dalam memanfaatkan laporan hasil dari aparat pengawasan
intern pemerintahsehingga memiliki kekuatan hukum yang lemah

Kata Kunci: Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Kewenangan, Keuangan
Negara, Kerugian Negara, Hukum Administrasi.
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ABSTRACT

The Government Internal Supervisory Apparatus in government has strategic
duties and functions in supervising and auditing state finances, but in practice there
are often differences of opinion regarding the duties and functions, one of which is in
determining state losses. The problems in this paper include the authority of the
government's internal supervisory apparatus to calculate and determine state
financial losses and the legal force of the report on the results of the supervision of
the government's internal supervisory apparatus in the process of managing state
finances from the perspective of administrative law.

This writing uses a normative method with a statutory provision approach, a
conceptual approach, and a case approach obtained from primary, secondary, and
non-legal sources of legal materials.

What determines state financial losses is that the financial examiner and the
authority of government officials are only limited to monitoring and conducting
audits, not determining state financial losses where there are often differences of
opinion between law enforcement officers in utilizing reports resulting from
government internal supervision so that they have weak legal force.

Keywords: Government Internal Supervisory Apparatus, Competency, State Finance,
State Loss, Administrative Law.
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